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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan 
putusan sengketa jual beli tanah yang dilakukan dengan cara dibawah tangan dan 
untuk mengetahui hambatan balik nama sertifikat dari putusan 
No.52/Pdt.G/2014.PN.Krg. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 
hukum normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan kemudian dianalisis dengan analisis data kualitatif, yang 
menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan jual beli tanah yang 
dilakukan dengan cara dibawah tangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
(1) Majelis Hakim menyatakan sah terhadap peralihan hak atas tanah dalam jual 
beli yang dilakukan dengan cara dibawah tangan (2) Putusan Pengadilan Negeri 
Karanganyar No.52/Pdt.G/2014.PN.Krg digunakan untuk melakukan balik nama 
sertifikat. 
Kata kunci: Peralihan, Jual Beli, Balik Nama  
ABSTRACT 
This study aims to determine the consideration of the judge in determining the 
verdict disputed land purchase is done by under the hands and to know the 
resistance of the certificate the name behind the decision No.52 / Pdt.G / 
2014.PN.Krg. This study uses normative legal approach. Data collection 
techniques in this research is the study of literature and then analyzed by 
qualitative data analysis, which analyzes court rulings relating to the sale and 
purchase of land is done by hand under. These results indicate that (1) the judges 
declared invalid the transfer of land rights in the buying and selling is done by 
hand under (2) Karanganyar District Court's Decision No.52 / Pdt.G / 
2014.PN.Krg used to do back the name of the certificate. 
Keywords: Transition, Purchase, Behind the Name 
 
1. PENDAHULUAN 
Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peran yang sangat penting 
karena merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Selain 
itu tanah mempunyai hubungan yang erat dalam manusia karena tanah 
mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan manusia dan dapat menghasilkan 
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sumber daya alam bagi orang banyak. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: ”Bumi air dan kekayaan alam 
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat”.1 
Pendaftaran hak atas tanah baik yang pertama kali maupun pendaftaran 
berikutnya karena peralihan hak maupun karena jual beli, hibah, tukar 
menukar, maupun karena diwakafkan kesemuanya merupakan suatu pranata-
pranata hukum yang diadministrasikan dengan baik oleh Kantor Pertanahan.
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Peralihan hak milik atas tanah tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Perbuatan hukum jual beli selesai atau tuntas pada saat 
penjual menerima pembayaran dan bersamaan dengan itu menyerahkan suatu 
barang yang dijualkan kepada pembeli. Jual beli yang dilakukan dengan nyata 
atau konkret dikenal dengan istilah “terang dan tunai”, namun apabila 
diperhatikan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata), 
jual beli diartikan sebagai berikut: ”Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan 
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 
kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.3 
Peralihan hak atas tanah karena perbuatan hukum (jual beli) dapat 
didaftarkan juga dibuktikan dengan akta PPAT. Akta PPAT tersebut 
merupakan bukti telah terjadinya peralihan hak atas tanah karena perbuatan 
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 K. Wantjik Saleh, 1982, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 7. 
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Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bandung: Mandar Maju, hal. 24.  
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hukum melalui jual beli dan salah satu syarat mutlak untuk melakukan 
pendaftaran peralihan Hak Milik karena jual beli di Kantor Pertanahan.
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Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Pertimbangan hakim 
terhadap peralihan hak atas tanah dalam sengketa jual beli? (2) Hambatan apa 
yang dihadapi dalam sengketa balik nama sertifikat? 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pertimbangan 
hakim terhadap peralihan hak atas tanah dalam sengketa jual beli. (2) Untuk 
mengetahui hambatan yang dihadapi dalam sengketa balik nama sertifikat. 
Manfaat Penelitian ini adalah: (1) memberikan sumbangan pengetahuan 
dalam ilmu hukum perdata khususnya dalam peralihan hak atas tanah dalam 
sengketa jual beli. (2) memberikan masukan dan tambahan pengetahuan terkait 
masalah yang diteliti penulis serta berguna bagi para pihak yang mempunyai 
minat mengkaji masalah terkait. 
2. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif 
yang menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menentukan ada tidaknya 
hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer dari perundang-
undangan dan putusan hakim serta bahan hukum sekunder dari jurnal hukum. 
Metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dengan menganalisis 
peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis dengan analisis data 
kualitatif, yang menghubungkan data sebelumnya dengan peraturan yang 
berlaku kemudian ditarik kesimpulan. 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
3.1 Pertimbangan Hakim Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah dalam 
Sengketa Jual Beli 
Dalam analisis kasus perdata di Pengadilan Negeri Karanganyar Putusan 
No.52/Pdt.G/2014/Pn.Krg penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan 
hakim dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan jual beli yang 
dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah, yang dilakukan 
dengan cara dibawah tangan dan ditandai dengan adanya kwitansi jual beli 
tertanggal 18 Desember 1982 dan Surat Perjanjian tertanggal 19 Desember 
1982, yang merupakan tanah yang dibeli dari dengan cara oper kredit dari 
Sugijo Darmodjo atas KPR BTN Surakarta akibat dari jual beli tersebut 
Penggugat yang meneruskan segala kewajiban yang timbul atas tanah 
tersebut termasuk didalamnya membayar angsuran tanah dan bangunan 
tersebut pada Bank Tabungan Negara (BTN) Surakarata dan Penggugat 
telah melunasi angsuran tersebut pada tanggal 10 Maret 1990. 
Berdasarkan perkara ini bahwa jual beli yang dilakukan Penggugat dan 
Sugijo Darmojo merupakan tanah dan bangunan yang masih dalam 
angsuran kredit di Bank Tabungan Negara (BTN) yang selanjutnya di oper 
kredit kepada Penggugat. Kemudian Penggugat meneruskan kewajiban 
yang timbul atas tanah tersebut termasuk didalamnya membayar angsuran 
tanah dan bangunan pada BTN dan lunas pada 10 Maret 1990. Dengan 
terjadinya kesepakatan diatas penjual dan ahli warisnya (Tergugat) tidak 
lagi berhak atas penguasaan hak atas tanah tersebut dengan demikian 
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segala kewajiban penguasaan atas tanah telah menjadi tanggung jawab 
Penggugat. 
Mengenai oper kredit tersebut penulis berpendapat bahwa oper kredit 
yang dilakukan Penggugat dengan Sugijo Darmodjo tidak mempengaruhi 
jual beli tanah dan bangunan tersebut, karena telah disepakati bahwa 
Penggugat bersedia memenuhi segala kewajiban akibat dari jual beli 
tersebut. Angsuran dari kredit tersebut telah di lunas oleh Penggugat pada 
tanggal 10 Maret 1990. 
Penggugat mencari ahli waris ke alamat domisili dengan maksud 
mengajak memproses jual beli/balik nama ke Notaris/PPAT, namun 
dialamat tersebut ternyata ahli waris sudah tidak ada ditempat, menurut 
keterangan tetangga sudah pindah rumah, setelah itu Penggugat tetap 
berusaha semaksimal mungkin mencari kediaman ahli waris tetapi sampai 
sekarang belum di ketahui kediaman yang pasti. Maka tidak ada jalan lain 
kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar. 
Menimbang terhadap petitum keempat yang menyatakan Tergugat I dan 
Tergugat II telah melakukan wanprestasi, sehingga Majelis Hakim 
berpendapat berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa jual beli tanah 
harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sedangakan menurut maksud 
peraturan tersebut hak milik atas tanah juga berpindah pada saat dibuat 
akta dimuka pejabat tersebut, oleh karena itu kewajiban para Tergugat 
selaku ahli waris Sugijo Darmodjo (penjual) tidak sebatas menyerahkan 
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tanah dan bangunan kepada Penggugat tetapi harus hadir dihadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk menandatangani akta jual beli 
tanah sebagai salah satu syarat mengurus balik nama atas tanah. 
Berdasarkan pertimbangan diatas para Tergugat sebagai ahli waris dari 
Sugijo Darmodjo seharusnya memenuhi kewajiabannya menyerahkan 
secara yuridis penyerahan tanah tersebut dengan menghadap ke Pejabat 
Pembuat Akta Tanah atau Pejabat yang berwenang dalam pendaftaran 
peralihan hak atas tanah, dengan demikian para Terguagt tidak 
melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, maka para Tergugat 
harus dinyatakan telah terbukti melakukan wanprestasi. 
Menurut Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu 
adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:
5
 (1) 
Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya; (2) 
Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana 
yang diperjanjikan; (3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; 
(4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat 
dilakukan. 
Merujuk pada putusan No.52/Pdt.G/2014/Pn.Krg penulis menyimpulkan 
bahwa Para Tergugat sebagai ahli waris memenuhi unsur wanprestasi yaitu 
tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukannya. Para Tergugat 
tidak memenuhi prestasinya yaitu Para Tergugat bersedia membantu 
melakukan proses balik nama ke Kantor Notaris/PPAT dan selanjutnya 
menandatangani Akta Jual Beli. Akibat tidak terpenuhinya prestasi yang 
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dilakukan Para Tergugat maka Penggugat mengajukan perkara ini ke 
Pengadilan Negeri Karanganyar. 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karangannyar dalam membuat 
Putusan Perkara No.52/Pdt.G/2014/Pn.Krg menggunakan beberapa 
pertimbangan diantarannya pertimbangan bukti-bukti yang ada, 
berdasarkan bukti-bukti tersebut dan ketidakhadiran pihak Tergugat I dan 
Tergugat II dalam persidangan dimana para Tergugat sudah dipanggil 
dengan patut dan tergugat tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk 
menghadap, maka Hakim membuat suatu putusan verstek dan 
mengabulkan gugatan dari penggugat secara keseluruhan. 
Berdasarkan analisis diatas penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim 
dalam membuat Putusan Verstek pada perkara No.52/Pdt.G/2014/Pn.Krg 
antara Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat telah menelaah dengan 
baik isi Pasal 125 ayat 1 HIR terutama butir ke 1 (satu) dan ke 2 (dua), 
Majelis Hakim tidak memutus dan mengabulkan petitum penggugat yang 
didasarkan pada ketidakhadiran Para Tergugat saja tetapi juga 
memperhatikan kekhususan jual beli tanah yang diatur didalam UUPA dan 
Peraturan Pelaksanaannya serta ketentuan hukum adat jual beli tanah 
secara khusus.  
Dengan demikian dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar 
No.52/Pdt.G/2014/PN.Krg menerima dan mengabulkan gugatan 
Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan alat bukti tertulis dan 
keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat saling berkaitan dan 
sesuai satu sama lain. Selain itu berdasarkan alat bukti tertulis dengan jelas 
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menentukan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah obyek 
jual beli yang dilakukan Penggugat dengan Sugijo Darmojo. 
3.2 Hambatan apa yang dihadapi dalam Sengketa Balik Nama Sertifikat 
dalam Jual Beli Tanah 
Berdasarkan perkara ini terjadi pada 19 Desember 1982, Sugijo Darmodjo 
melakukan transaksi jual beli tanah beserta bangunannya dengan cara oper 
kredit kepada R.A.Haryani yang dilakukan dengan cara dibawah tangan 
yang ditandai dengan adanya kwitansi bertanggal 18 Desember 1982 dan 
Surat Perjanjian bertanggal 19 Desember 1982. 
Hambatan pertama Penggugat tidak dapat langsung melakukan balik nama 
sertifikat karena rumah dan tanah yang dibeli Penggugat dari Sugijo 
Darmodjo itu masih dalam angsuran kredit dan jual beli tersebut dilakukan 
dengan cara dibawah tangan, jadi Penggugat dapat balik nama jika 
angsuran kredit kepada Bank Tabungan Negara (BTN) sudah lunas. 
Sehingga penulis berpendapat bahwa akibat hukum dari pembelian rumah 
dan tanah secara oper kredit yang dilakukan pembeli, sehingga tidak bisa 
langsung melakukan balik nama karena jual beli yang dilakukan oleh 
penjual dan pembeli dilakukan dengan cara dibawah tangan yang ditandai 
dengan kwitansi dan Surat Perjanjian. Jual beli oper kredit tersebut tidak 
dilakukan secara langsung melalui Bank Tabungan Negata (BTN) dengan 
cara “Alih Debitur”, selain itu pengoperan hak atas tanah dan bangunan 
dengan menggunakan akta Notaris/PPAT juga cukup aman untuk 
dilakukan. 
Pada tahun 2001 Penggugat berkeinginan melakukan balik nama yang 
masih atas nama penjual menjadi atas nama Penggugat atau pembeli, 
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penggugat mencari Sugijo Darmodjo pada alamat tempat tinggalnya yang 
berada di Jogobayan Rt.03/V Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, 
Surakarta, setelah Penggugat sampai pada alamat tersebut Penggugat 
bertemu dengan Ny. Supariyah (Tergugat I) sebagai ahli waris istri dari 
Sugijo Darmodjo dan Bayu Purnawirawan (Tergugat II) sebagai ahli waris 
anak sari Sugijo Darmodjo, dan selanjutnya Tergugat I menerangkan 
kepada Penggugat bahwa suaminya (Sugijo Darmodjo) sudah meninggal 
dunia pada tanggal 23 Januari 1991 dengan menunjukkan dan 
menyerahkan bukti Surat Kematian yang telah dilegalisir. 
Hambatan kedua setelah angsuran kredit kepada Bank Tabungan Negara 
(BTN) lunas Penggugat berkeinginan untuk melakukan balik nama 
sertifikat dan mencari penjual pada alamat tempat tinggalnya dan bertemu 
dengan ahli warisnya ternyata penjual (Sugijo Darmodjo) sudah meninggal 
dunia, Penggugat tidak dapat melakukan balik nama sertifikat jika tidak 
dibantu oleh ahli waris, maka dari itu Penggugat mengajak ahli waris 
untuk melakukan proses balik nama.  
Penyelesaian dari hambatan kedua penulis memberikan kesimpulan bahwa 
Penggugat harus mempunyai surat keterangan kematian penjual (Sugijo 
Darmodjo) dan juga mempunyai surat keterangan ahli waris serta 
memerlukan tanda tangan semua ahli waris (Tergugat I dan Tergugat II) 
agar dapat melakukan balik nama sertifikat tanah yang dibeli oleh 
Penggugat dari Sugijo Darmodjo di Kantor badan Pertanahan Nasional. 
Penggugat mencari ahli waris ke alamat domisili dengan maksud 
mengajak memproses jual beli/balik nama ke Notaris/PPAT, namun 
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dialamat tersebut ternyata ahli waris sudah tidak ada ditempat, menurut 
keterangan tetangga sudah pindah rumah, setelah itu Penggugat tetap 
berusaha semaksimal mungkin mencari kediaman ahali waris tetapi sampai 
sekarang belum di ketahui kediaman yang pasti. 
Hambatan ketiga setelah Penggugat mengajak ahli waris untuk membantu 
melakukan proses balik nama dan ahli waris bersedia membantu dengan 
mencarikan Surat Keterangan Waris setelah beberapa hari ahli waris tidak 
menepati janji atau melakukan wanprestasi dengan pindah rumah tidak 
memberitahukan kepada Penggugat. 
Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, menyatakan bahwa wanprestasi 
adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal 
yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali 
dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk 
prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.6 
Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi dapat dimaksudkan juga 




Berdasarkan uraian diatas bahwa penulis dapat mengetahui maksud dari 
wanprestasi yaitu seseorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana 
“tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, 
melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam 
perjanjian”, dapat disimpulkan dari kasus diatas bahwa Tergugat I dan 
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Wirjono Prodjodikoro, 2001, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, hal. 
17.  
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Tergugat II telah melakukan wanprestasi yaitu tidak memberikan prestasi 
sama sekali atau tidak menepati janji apa yang diperjanjikan kepada 
Penggugat untuk membantu melakukan proses balik nama sertifikat. 
Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 Putusan Pengadilan dapat dijadikan dasar untuk balik nama sertifikat, 
dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak secara eksplisit menyatakan 
bahwa Putusan Pengadilan bisa dijadikan dasar pengajuan balik nama 
sertifikat, tetapi bisa diartikan bahwa balik nama sertifikat bisa 
berdasarkan surat otentik yang dibuat oleh bukan PPAT, karena itu 
Putusan Pengadilan termasuk surat atau akta otentik. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan didalam bab sebelumnya, maka 
dengan itu penulis menyimpulkan dan memberi saran sebagai berikut: (1) 
Perkara Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar 
No.52/Pdt.G/2014/Pn.Krg menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat 
untuk seluruhnya dengan pertimbangan alat bukti tertulis dan keterangan 
saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat saling berkaitan dan sesuai satu 
sama lain. Pertimbangan Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa 
perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah 
sah, yang dilakukan dengan cara dibawah tangan dan ditandai dengan 
adanya kwitansi jual beli tertanggal 18 Desember 1982 dan Surat 
Perjanjian tertanggal 19 Desember 1982, yang merupakan tanah yang 
dibeli dari dengan cara oper kredit dari Sugijo Darmodjo atas KPR BTN 
Surakarta akibat dari jual beli tersebut Penggugat yang meneruskan segala 
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kewajiban yang timbul atas tanah tersebut termasuk didalamnya membayar 
angsuran tanah dan bangunan tersebut pada Bank Tabungan Negara (BTN) 
Surakarata dan Penggugat telah melunasi angsuran tersebut pada tanggal 
10 Maret 1990. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat karena 
dalam perkara ini Para Tergugat tidak hadir padahal telah dipanggil 
dengan patut dan sah sebanyak tiga kali, namun para Tergugat tidak hadir 
untuk menghadap dipersidangan, maka dari itu Majekis Hakim 
berpendapat untuk meneruskan perkara ini dan memutus perkara tersebut 
tanpa kehadiran Para Tergugat, (2) Sengketa perdata dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Karanganyar No.52/Pdt.G/2014/Pn.Krg Penggugat 
mendapatkan hambatan dalam melakukan balik nama sertifikat antara lain 
sebagai berikut: (a) Hambatan pertama yaitu karena jual beli tersebut 
dilakukan dengan cara oper kredit dan jual beli tersebut dilakukan dengan 
cara dibawah tangan, (b) Hambatan kedua yang dihadapi oleh Penggugat 
dalam melakukan proses balik nama sertifikat bahwa penjual (Sugijo 
Darmodjo) meninggal. Sehingga Penggugat harus mendapatkan surat 
kematian dan surat keterangan waris dari ahli waris penggugat, (c) 
Hambatan ketiga yang dihadapi oleh Penggugat yaitu ahli waris 
melakukan wanprestasi, bahwa pada awalnya ahli waris (Tergugat I dan 
Tergugat II) berjanji untuk melakukan balik nama sertifikat dan pada 
akhirnya ahli waris berpindah tempat tinggal tanpa memberitahukan ke 





4.2 Saran  
Sehubungan dengan hasul pembahasan atas kedua permasalahan 
dalam skripsi ini, adapun beberapa saran yang dapat disampaikan 
adalah sebagai berikut: (1) Terhadap Majelis Hakim dalam membuat 
pertimbangan dalam kasus yang sama  dapat memberikan 
pertimbangan yang lebih jelas bagaimana suatu perbuatan jual beli 
tersebut dibuat dan apakah sudah memenuhi syarat sahnya suatu 
perbuatan jual beli tanah atau tidak sehingga dapat menentukan 
dengan pasti dan bagaimana latar belakang dari suatu perjanjian jual 
beli itu dibuat sebelumnya dan dapat mengetahui kewenangan masing-
masing para pihak dalam melakukan jual beli. (2) Terhadap pihak 
yang telah melakukan perbuatan jual beli tanah sebaiknya lebih 
berhati-hati dan memperhatikan prosedur jual beli tanah  sehingga 
tidak terjadi masalah dikemudian hari yang dimana para pihak dalam 
melakukan jual beli tanah harus dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat 
yang berwenang sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam proses 
peralihan tanah atau balik nama sertifikat tanah. 
Persantunan 
Saya mengucapkan terimakasih dan karya ilmiah ini saya persembahkan 
kepada pertama, orang tua saya tercinta yang tak pernah putus mendoakan saya. 
Kedua, dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan 
tentang karya ilmiah ini. Ketiga, teman-teman dan sahabat terbaik saya yang 
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